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Menimbatrg i a.

BUPATI LANGKAT

bahwa dengan telah ditetapkannya PeBturan Daerah Kabupaten
Langkat Nomor I Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daera} Nomor 23 Tahun 200? tentang Pembentukan Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Langkat, mska Peratuan Bupati Nomor
I Tahun 2012 tentirng Lintas Koordinasi Pelaksanaan Tugas Asisten
Sekretaris Daerah di Lingkungan Pemerintah IGbupaten Langkat
perlu direvisi;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf
a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Larykat tentang Lintas
Koordinasi Pelaksanaan Tugas AsisGn Sekretaris Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat.

Undang - Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 teDtang Pemberfukan
Daerah Otonomi Kabupalen - Langkat dalam Lingkunga[ Propinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negam Republik lndonesia Tahun 1956
Nomor 58);
Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentarg Pembentukan
Peraturan Pcrundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20ll Nomor 82, Tambahan Lembaral Negara
Republik lndonesia Nomor 5234);
Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tenlang Aparatur Sipil
Negara (Lembaraa Negam Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 69
Tambahan Lembamn Negara Republik Indonesia Nomor 3899);
Undang Undang Nomor 23 Talrun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244,Tambalran Lembaran Negara Republik Iadonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapa kali diubotr,, terakhir dengu Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Rl Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahutr 1982 tentang Perpindahan
Ibukota Kabupaten Daeral Tingkat II Langkat dad Binjai ke Stabat
(Lembamn Negam Republik tndonesia Tahun I 982 Nocror 9);
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Peratuan Pemerintah Nomor l0 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas
Wilayah Kotamadya Daerah tinSkat II Binjai, Kabupaten Daerah
Tingkat ll Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomo.3323);
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengaturan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembarar Negara Republik lndonesia tahun 2005 Nomor 165,
Tambalan Lembaran Negara Republik Indooesia Nomor 4593);
Peratuan Pemedntah Nomor 4l Tahun 2007 teofang Organisasi
Pemngkat Daeral (Lembarar Negara Repubtik Indonesia Tahun 2007
Nomor 89, Tambahan LembaBn Negara Republik lndonesia Nomor
474t).,
Peratu&n Daem} Kabupaten Langkat Nomor 23 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Orgarisasi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat,
sebagian t€iah diubah dalam Peraturan Daerah Nomor I Tahun 2015
(Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 17);
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10. Peratumn Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan
Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Langkat (Lembaral DaeBh
Kabupaten Langkat Talun 2009 Nomor 1, Lembaran Daerah
kabupaten Langkat Nomor 3).

Me0etapkan

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI TENTANG LINTAS K00RDINASI
PELAKSANAAN TUCAS ASISTEN SEKRETARIAT DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT

BABI
KETENTUAN UMUIⅥ

Pasal I

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengar :

l. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
2. Pemeri ah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Sebagai Unsur Penyelenggara

Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Langkat.
4. Wakil Bupatiadalah Wakil Bupati Langkat.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat.
6. Asisten adalah Asisten Sekrctlriat DaeEh Kabupaten Langkat yang terdiri dari Asiste[

Administmsi Tata Pemerintahan, Asisten Administrasi Ekonomi Pembangrman dan Sosia.l,
Asisten Administrasi Umurn.

7. Perangkar Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan
Pemerintah Daerah yang terdiri dati Seketa.is Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas DaeEh dan
Lembaga Tcknis Dacrah.

8. Instansi Vertikal adalah Perangkat dari Depaflemen atau lrmbaga Pemerintah Notr
Depademen yang mempunyai lingkungan kerja di Daerah KabupateD Langkat a[tara tain
Kantor Pertanahan dan Tara Ruang, Kanlor Kementedan Agama, perusahaan Listrik
Negar4 PT. Telekomurikasi, Bar* Pemerinlah/Swasta, Badan Pusat Statistik (BPS).

9. Lintas Koordinasi adalah upaya yang dilaksanakan oleh Asisteo guoa mencapai keselarasan,
keserasian, dan ketelpaduan baik perencanaan maupun pelaksanaan tugas serta kegiatan antar
Perangkat Daerah, dan antara Pemedntah Daeral dengan lnstansi Vertikal agar tercapai hasil
guna dan daya guna yang sebesar-besarnya.
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BAB II
LINTAS K00RDINASI ASISTEN

Pasal 2

Dalam pelaksanaan wewenang, tugas dan kewajibannya Asisten menyelenggarakan tugas Lintas

Koordinasi atas kegiatan antar Perangkat Daerah, dan antara Perangkat Daerah dengan InstaDsi

venikal.
l'assl 3

Asisten Administasi Tata Pemerintahan dalam melaksanakan Lintas Koordinasi membawahi :

a. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahali
b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah:
c. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
d. DirEs Kehutanan dan Perkebunan;

I ". Dinas Pertambangan dan Energi;
f. Dinas Perhubungan;
g. tnspektorat Daerah;
h. Sekretariat DPRD;
i. Sekretariat KIU;
j. Satuan Polisi Pamong Praja;
k. Kantor Pertanahan dan Tata Ruang;
1. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
m. Bagian Tata Pemerintahan;
n. Bagian Hukum;

_ o. Bagian Organisasi;
p. Kecamatao/Kelurahan;

. q. Badan Pusat Statistik;
r. BUMN/BUMD.

Prsal 4

Asisten Administrasi Ekonomi Pembangunan dan Sosial dalam melaksanakan Lintas Koordinasi
membawahi :

a. Dinas Kesehatan;
b. Dinas Perindustria-n dan Perdagangan:
c. Dinas Pendidikan dan Pengajaran;
d. Dinas Pemuda dan Olahraga;
e. Dinas Penanian;
f. Dinas Petemakan;
g. Dinas Perikanan dan Kelautan:
h. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi:
i. Dinas Pekerjaan Umum;
j. Dinas Koperasi, UKM darl Penanaman Modal Daeralr;
k. Badan Lingkungan Hidup;
I. Badan Keluarga Berencala dan Pemberdayaan Perempuan;
m, Badan Narkotika Nasiona.l Kabupaten;
n. Kantor Sosial;
o. Kantor Kebudayaan dan Pariwisata;
p. Kantor Kementerian Agama;
q. Rumah Sakit Umum Daerah;
r. BagianPerekonomian;
s. Bagian Kesejahtcraan Smial;
1. Bagian Pengolahan Data Elektonjk dan Sandi Telekomunikasi;
u, Akodcmi Koscllatau Prrucrinta.h Kabupaten LAngl(aI.
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Pasal5

Asisten Administrasi Umum dalam melaksanakan Lintas Koordinasi membawahi :

Badan Perencsnaan Pembangunan Daerah:
Badan Pengelola Keuargan dan Aset Daerah:
Badan Kepegawaian Daerah;
Dinas Pendapatan Daerah;
Dinas Kebersihan dan Pertamanan:
Karlor Pelayanan Terpadu;
Kantor Perpustakaal Alsip dan Dokumentasi;
Bagian Umum dafl Perlengkapan;
Bagian HumasAnformasi;
Bagian Penyusunan Prograrn dan Keuangan;
PDAM Tirta Wampu;
Perusahaan Listrik Negara;
PT. Telekornunikasi;
Bank Pemerinta.h-/Swasta,

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Plsal 6

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Langkat Nomo! 01 Tahun 2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lintas Koordinasi
Pelaksanaan Tugas Asislen Sekretaris Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lrngkat
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya. memerintahkan pengundangan Pe.ahlan ini
denga[ penempahnnya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Diundangkan di Stabat
pada mgga1  7 MCl
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Dictapkan di Stabat

pada langgal   l Atoヽ  π

SEKRETARIS KABUPATEN LANCKAT,

lNDRA SALAHUDIN

BERITA DAERAH KA13UPATEN LANCKAT TAHUN 2015 NOMOR¨ a4

DAERAH
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